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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 35

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR
NOMOR 17 TAHUN 2OO5

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2OOO

TENTANG RETRItsUSI USAHA PERIKANAN

Menimbang : a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI C]ANJUR,

bahwa retribusi usaha perikanan telah diatur berdasarkan Peraturan
Daerah Nomor 18 Tahun 2000, dan diundangkan dalam Lembaran
Daerah tanggal 20 September 2000 Nomor 19 Tahun 2000 Seri B;

bahwa besarnya tarip retribusi usaha perikanan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan
kondisi saat ini, karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun
2000.

Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan
Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat
(Berita Negara Tahun 1950 Nomor 43);

Undang-undang Nomor I Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3209);

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41 ,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagalmana telah
diubah dengan Undang.undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran
Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara

Mengingat : 1.

Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran
Negara Tahun 2004 Nomor 1 18, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4A$);
Ur rdang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 4437);

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan
Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Tahtlr 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

Peraturan Penrerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Perrrerintah dan Kewengan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Leinbaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
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LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN CIANJUR
NOMOR35 TAHUN2005

PERATURAN DAERAH KABUPATEN CIANJUR

NOMOR 17 TAHUN 2005

TENTANG

PERUBAHAN PERTAMA ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 18 TAHUN 2000
TENTANG RETRIBUSI USAHA PERIKANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI CIANJUR,

Menimbang : a. bahwa retribusi usaha perikanan telah diatur berdasarkan Peraturan Daerah
Nomor 18 Tahun 2000, dan diundangkan dalam Lembaran Daerah tanggal
20 September 2000 Nomor 19 Tahun 2000 Seri B;

b. bahwa besarnya tarip retribusi usaha perikanan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, sudah tidak sesuai lagi dengan situasi dan kondisi scat ini,
karena itu perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a
dan b, perlu merubah Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2000.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang PembentukanDaerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat (Berita Negara
Tahun 1950 Nomor 43);

2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3209);

3. Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan
Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000
Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

4. Undang-undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara
Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4433);

5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab
Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1983
Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3258);

7. Peraturan Pemerintah Nornor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan
Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);


